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ABSTRAK 

 

Oleh:  

ANDIKA WIJAYA 

NPM. 1802091010 

 

Penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya berpotensi 

menimbulkan mudharat berupa ancaman keselamatan pengguna jalan raya. Sebab, 

penghimpunan dana infaq dilakukan dengan meletakkan kotak infaq di tengah 

jalan raya. Selain itu, metode penghimpunan dana infaq tersebut sering kali 

dilakukan tanpa menggunakan izin tertulis dari tokoh masyarakat setempat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya, Desa Banjarrejo, Kecamatan 

Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan 

mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya. Ada dua masjid yang menjadi 

objek kajian penelitian, yaitu Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, dengan metode 

berfikir menggunakan cara berfikir induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif maqashid hajiyat, 

praktik penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemaslahatan yang 

sifatnya sekunder. Sedangkan, keselamatan pengguna jalan adalah kemaslahatan 

primer yang harus diutamakan. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan dengan 

maslahat sekunder lain, seperti alasan kemudahan penghimpunan dana infaq di 

jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. Maka dari itu, penghimpunan dana 

infaq yang dilakukan di jalan raya dapat digantikan dengan metode lain yang 

dapat menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya. 

Kata kunci: Infaq; Pembangunan Masjid; Jalan Raya; Maqashid Syariah; 



 

vii 

 

ORISINALITAS PENELITIAN 

 

 

  



 

viii 

 

MOTTO 

 

َ بِهٖ عَلِيْمٌ  وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّّٰٰ بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
 ٩٢ل

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang 

kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya(Infaq). (Q.S. 

Al-Imran, Ayat 92)
1
 

 

  

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan. Q.S. Al-Imran : 92. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masjid mempunyai kedudukan penting dalam pembinaan dakwah 

Islamiyah. Pada masa Rasulullah Saw., masjid dijadikan sentra kegiatan-

kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter 

umat. Bahkan lebih strategis masjid juga menjadi sentra kegiatan politik, 

ekonomi, sosial dan budaya umat. Hal ini karena di setiap harinya umat Islam 

berjumpa dan mendengar arahan-arahan Rasulullah Saw.
2
 

Jika dikaitkan dengan bumi ini, masjid bukan hanya sekadar tempat 

sujud dan sarana penyucian. Kata masjid juga tidak lagi hanya berarti 

bangunan tempat shalat, atau bahkan tempat bertayamum sebagai cara bersuci 

pengganti wudhu. Lebih dari itu, marwah dari masjid juga diartikan sebagai 

tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan 

kepatuhan kepada Allah swt. Dengan demikian, masjid menjadi pangkal 

tempat muslim bertolak, sekaligus pelabuhan tempatnya bersauh.
3
 

Pentingnya kedudukan masjid sebagai pusat aktifitas peradaban umat 

Islam ditegaskan oleh Allah dalam Surat at-Taubah ayat 18. 

                                                             
2
 Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam,” Jurnal 

Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies 4, no. 2 (September 2014): 169. 
3
 Barit Fatkur Rosadi, “Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam,” Jurnal An Nûr VI, no. 

1 (June 2014): 132. 
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Artinya: “hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 

orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap 

mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 

18).
4
 

Ayat ini menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang berhak 

memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang paling berhak memakmurkan 

masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari 

kemudian, serta tetap atau senantiasa melaksanakan salat, menunaikan zakat 

jika mampu dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah, maka 

mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang bisa diharapkan untuk 

selalu mendapat petunjuk ke jalan yang benar.
5
 

Sebagai suatu unit dan pusat kegiatan, keberadaan masjid memerlukan 

sebuah sistem manajemen dana untuk membiayai pembangunan, 

pemeliharaan, dan pengembangan. Pada proses pembangunan atau 

rehabilitasi fisik masjid, kebutuhan dana yang luar biasa besar selalu menjadi 

masalah utama yang sering dirasakan oleh para pengurus masjid di beberapa 

                                                             
4
 Kemenag RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2017). 

5
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Ringkas Al-Qur‟an al-Karim, Jilid I 

(Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016), 516. 
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daerah, terutama pada masjid-masjid yang belum memiliki manajemen dan 

perencanaan keuangan yang baik.  

Dalam Buku Pedoman Pengelolaan Masjid yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama RI, anggaran yang disediakan untuk membangun masjid 

dapat dialokasikan dari kas masjid, sumbangan tidak mengikat, kerja sama 

dengan pihak lain, dan keuntungan dari unit usaha masjid.
6
 Sejauh ini 

terdapat beberapa sumber dana pemasukan masjid yang umum digunakan, 

mulai dari infak kotak amal, dana sedekah dan zakat, wakaf, sumbangan para 

donatur, hingga sumbangan dari instansi pemerintah dan lembaga swasta.
7
 

Salah satu sumber pendanaan pembangunan masjid yang banyak 

digunakan oleh masyarakat ialah infaq.
8
 Konsep infaq dalam Islam diartikan 

sebagai upaya mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan 

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Mohammad Daud 

Ali sebagaimana dikutip oleh Bagus Setiawan mengartikan infaq sebagai 

pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh 

rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri. Nafkah yang diinfaqkan di 

jalan Allah akan dibalas dengan imbalan pahala yang berlipat ganda bagaikan 

sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dan terus berkembang dan 

                                                             
6
 Iklilah Muzayyanah, Pedoman Pengelolaan Masjid; Bersih, Suci, Dan Sehat (Jakarta: 

Litbangdiklat Press Kemenag RI, 2020), 38. 
7
 Asep Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam 

Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan 

Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)” (Skripsi, Yogyakarta, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 3. 
8
 Moch. Cholid Wardi, “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum 

Islam,” Al-Ihkam 7, no. 2 (Desember 2012): 339. 



4 

 

 

berlimpah ruah.
9
 Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur‟an Surat al-

Baqarah ayat 261 sebagai berikut. 

                         

                              

 

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (Q.S. al-Baqarah: 261). 

 

Menurut tafsir al-Maraghi, ayat di atas menjelaskan tentang  

keutamaan  infaq  di  jalan  Allah. Selain itu juga ditegaskan bahwa amal 

kebaikan itu pahalanya akan dilipa gandakan oleh Allah menjadi  tujuh  ratus  

kali  lipat.  Selanjutnya  Allah  menjelaskan  bahwa  mengungkit-ungkit  dan  

menyakiti orang  yang  telah  menerima  sedekahnya  dapat  membatalkan 

sedekahnya serta menghilangkan pahalanya. Hal ini sama saja dengan riya.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa dari segi 

normatif, pembiayaan pembangunan masjid melalui dana infaq merupakan 

sebuah upaya yang mengandung maslahat. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut 

pandang. Pertama, membangun masjid memiliki tujuan mulia, yaitu sebagai 

fasilitas ibadah bagi umat Islam.
11

 Kedua, infaq merupakan ibadah yang 

                                                             
9
 H. Bagus Setiawan, “Infaq Dalam Tafsir Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 261,” 

Islamic Banking 1, no. 1 (2015): 61–62. 
10

 Al-Maraghi, Tafsîr Al-Marâghi (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), 150. 
11

 Muhamad Rais, “Masjid Dalam Al-Qur‟an: Studi Penafsiran Muhammad Asad Dalam 

The Message of the Qur‟an” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2021), v. 
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bernilai sosial dan dijanjikan pahala berlipat oleh Allah SWT.
12

 Oleh sebab 

itu, pembangunan masjid yang menggunakan dana infaq harus dilaksanakan 

dengan prosedur dan cara yang tepat. Sehingga dapat mewujudkan 

kemaslahatan dan menghilangkan mudharat di masyarakat. 

Namun realitanya, pembiayaan pembangunan masjid melalui dana 

infaq di masyarakat masih ditemui beberapa unsur mudharat. Penyebabnya 

ialah karena metode penghimpunan dana infaq yang kurang tertata rapih. 

Salah satunya ialah metode penghimpunan dana yang dilakukan dengan 

meletakkan kotak infaq di tengah jalan raya atau turun langsung ke tengah 

jalan dengan mengulurkan sebuah benda khusus untuk menangkap uang 

infaq. Metode seperti ini dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan 

dan petugas penghimpunan dana infaq.
13

 

Metode penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya 

juga peneliti temukan di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten 

Lampung Timur. Berdasarkan hasil pra-survey, terdapat dua masjid yang 

melakukan penghimpunan dana infaq di jalan raya, yaitu Masjid Miftahul 

Huda dan Masjid Baiturrahman.  

Masjid pertama adalah Masjid Miftahul Huda dengan Ketua Takmir 

bernama Pak Nurhadi. Beliau mengatakan bahwa penghimpunan dana 

pembangunan masjid di jalan raya dilakukan sejak tahun 2018, di mana pada 

saat itu sedang diadakan renovasi masjid secara besar-besaran. Penghimpunan 

dana tersebut dilakukan dengan cara meletakkan kotak amal di tengah jalan 

                                                             
12

 Setiawan, “Infaq Dalam Tafsir Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 261,” 65. 
13

 Wardi, “Pencarian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam,” 339. 
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raya, sehingga pengendara yang melewati jalan tersebut dapat memasukkan 

uang infaq secara langsung. Meskipun terdapat dua pendanaan lain yang 

bersumber dari infaq warga setempat dan pembiayaan Pemda, penghimpunan 

dana di jalan raya dinilai sangat membantu pendanaan renovasi masjid. 

Menurut Pak Nurhadi, dana yang terkumpul melalui kotak infaq di jalan raya 

mencapai 2 juta rupiah setiap bulannya. Namun tidak dapat dipungkiri hal itu 

juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pak Nurhadi 

mengatakan bahwa kotak yang dipasang di tengah jalan sering kali tertabrak 

oleh kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Pemasangan kotak infaq 

tersebut juga tanpa izin dari tokoh masayarakat setempat, seperti Ketua RT 

atau Ketua RW.
14

 

Bapak Ares selaku Ketua RT atau tokoh masyarakat setempat 

mengatakan bahwa penghimpunan dana pembangunan Masjid Miftahul Huda 

yang dilakukan di jalan raya dapat memudahkan masyarakat yang ingin 

menginfaq-kan hartanya. Mengingat kesadaran masayrakat mengenai 

pentingnya infaq masih minim. Akan tetapi efek negatifnya salah satunya 

dapat membahayakan pengguna jalan, karena kotak infaq yang diletakkan di 

tengah jalan berisiko mengganggu lalu lalang kendaraan.
15

 

Sedangkan masjid yang kedua yang juga melakukan penghimpunan 

dana infaq di jalan raya adalah Masjid Baiturrahman. Pak Mulyana selaku 

seksi pembangunan dari masjid Baiturrahman mengatakan bahwa pada 

awalnya sumber pendanaan pembangunan masjid berawal dari dana sukarela 

                                                             
14

 Wawancara dengan Pak Nurhadi (Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, Kecamatan 

Batangari), Selasa 06 Desember 2022 
15

 Wawancara dengan Pak Ares (Ketua RT), Selasa 16 Januari 2022 
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dari masyarakat. Hal ini bermula ketika diadakan rapat terbuka dengan 

msayarakat mengenai renovasi masjid yang kemudian menghasilkan berupa 

rincian segala kebutuhan pembangunan. Semenjak itu masyarakat mulai 

memberi bantuan berbentuk semen, pasir, split dan bahan material bangunan 

lainnya.
16

 

Selanjutnya, Pak Tarsan selaku ketua takmir masjid mengatakan 

bahwa  para pengurus menyepakati untuk melakukan penghimpunan dana 

pembangunan di jalan raya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan 

masyarakat apabila ingin membantu renovasi masjid dalam bentuk uang 

infaq. Karena antusias dan simpati masyarakat untuk membantu 

pembangunan juga sangat tinggi. Oleh sebab itu, diletakkan sebuah kotak 

amal di tengah jalan untuk menampung dana infaq dari masyarakat. Dari 

keseluruhan upaya penghimpunan dana infaq tersebut, Masjid Baiturrahman 

dapat mengumpulkan dana sebesar 3 juta rupiah dalam satu bulan.
17

 

Panitia penghimpun dana infaq Masjid Baiturrahman, yaitu Pak 

Tarsan mengatakan bahwa upaya penghimpunan dana tersebut belum 

memiliki surat izin. Karena memang sejak awal para pengurus menyepakati 

bahwa penghimpunan dana tersebut hanya bersifat sukarela. Terkhusus untuk 

penghimpunan dana di jalan raya juga tidak menimbulkan dampak yang 

sangat signifikan seperti membahayakan pengendara. Hanya saja pernah 

                                                             
16

 Wawancara dengan Pak Mulyana (Seksi Pembangunan Masjid Baiturrahman, 

Kecamatan Batangari), Selasa 28 Februari 2023 
17

 Wawancara dengan Pak Tarsan (Ketua Takmir Masjid Baiturrahman, Kecamatan 

Batangari), Selasa 28 Februari 2023 
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sekali terjadi kotak amal tertabrak oleh mobil yang kemudian menyebabkan 

macet kecil di jalanan.
18

 

Berdasarkan fakta di atas, praktik penghimpunan dana infaq yang 

dilakukan di tengah jalan raya disinyalir memiliki mudharat. Hal ini 

dikarenakan penghimpunan dana yang dilakukan di jalanan umum dapat 

menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan dan juga pihak penghimpun dana 

itu sendiri. Selain itu, ketiadaan izin dalam pelaksanaan penghimpunan dana 

infaq juga membuka kemungkinan bahwa kegiatan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran. Namun esensi infaq dari 

kegiatan tersebut tidak dapat diabaikan, karena sejatinya penghimpunan dana 

tersebut bertujuan mulia dan untuk kemaslahatan bersama dalam bentuk 

pembangunan rumah ibadah. 

Untuk mengkaji hal tersebut, Peneliti hendak meneliti tentang sisi 

kemaslahatan dan kemudharatan dalam praktik penghimpunan dana infaq di 

jalan raya di Kecamatan Batanghari dalam perspektif maqashid syariah. Inti 

dari teori maqashid syari‟ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus 

menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. 

Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah 

maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada 

maslahat.
19

 Melalui penggunaan teori ini, Peneliti akan fokus menguraikan 

                                                             
18

 Wawancara dengan Pak Tarsan (Panitia Penghimpun Dana Infaq Masjid Baiturrahman, 

Kecamatan Batangari), Selasa 28 Februari 2023 
19

 Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari‟ah Dalam Hukum Islam,” Sultan Agung 

XLIV, no. 118 (June 2009): 118. 
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kemaslahatan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid pada dua 

aspek, yaitu legalitas dan keselamatan pengguna jalan. 

Dengan mengetahui sisi maslahat dan mudharatnya, diharapkan akan 

memperoleh kedudukan dan status hukum yang jelas dalam kegiatan 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya. Oleh sebab itu,  

Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul 

Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya dalam 

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Batanghari, 

Kabupaten Lampung Timur). 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam 

penelitian ini ialah: Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap praktik 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Kecamatan Batanghari yang 

dilakukan di jalan raya? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah 

terhadap praktik penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Miftahul 

Huda di jalan raya di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. 

Sementara itu Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini setelah 

tercapainya tujuan penelitian tediri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis 

dan praktis.  
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1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah 

mengenai manajemen penghimpunan dana pembangunan masjid 

melalui infaq. 

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspiasi bagi dan rujukan 

bagi  masyarakat umum, khususnya bagi pengurus masjid dalam 

mengatur strategi penghimpunan dana pembangunan masjid melalui 

infaq. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil 

penelitian terdahulu (prior research) yang memiliki kaitan secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadirkannya 

penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti 

kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh 

sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini 

terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, 

atau  memunculkan hal baru. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan 

dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam Rahmatullah  dalam 

skripsinya yang berjudul “Penggalian Dana Masjid di Jalan Raya 

dalam Perspektif Hadis (Kajian Ma‟ani al-Hadith Sahih al-Bukhari 

No. Indeks 2465)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

2020. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Aqim Alam 

Rahmatullah menunjukkan bahwa antara hadis tentang hak pengguna 

jalan dan fenomena yang terjadi secara real di masyarakat didapati 

kesimpulan bahwasanya bagi setiap pelaku penggalian dana untuk 

masjid sangat sulit sekali untuk dapat menegakkan hak-hak pejalan 

dengan baik terlebih dengan kondisi jalanan di era saat ini yang tidak 

hanya berisi pejalan kaki tetapi juga telah penuh dengan pengguna 

motor.
20

 

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Rahmatullah dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang 

penghimpunan dana pembangunan masjid yang dilakukan di jalan 

raya. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan. Kajian yang 

dilakukan Rahmatullah dikemas dalam penelitian kualitatif dan 

menggunakan studi kepustakaan. Penelitiannya mengarah pada kajian 

makna hadis-hadis terkait penggunaan jalan dan hubungannya dengan 

penghimpunan dana infaq masjid. Sementara itu yang dilakukan oleh 

Peneliti ialah menganalisis penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid yang dilakukan di jalan raya dari segi hukum Islam. Dalam hal 

ini, Peneliti menggunakan teori maqashid syariah sebagai pisau 

analisisnya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin dalam skripsinya 

yang berjudul “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan 

                                                             
20

 A. Aqim Alam Rahmatullah, “Penggalian Dana Masjid Di Jalan Raya Dalam Perspektif 

Hadis (Kajian Ma‟ani al-Hadith Sahih al-Bukhari No. Indeks 2465)” (Skripsi, Surabaya, 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). 
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Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi 

Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Baitul Falah, Desa 

Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang)” Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2019. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencarian 

sumbangan pembangunan Masjid Baitul Falah di Jalan Raya Serang 

Pandeglang Km 11, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang 

belum memenuhi standar prosedur yang diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan sebab belum memiliki izin penyelenggaran 

dari pejabat yang berwenang. Sementara dalam sudut pandang hukum 

Islam, aspek kemaslahatan merupakan prioritas utama yang harus 

didahulukan ketika menyikapi kasus pencarian sumbangan 

pembanguna masjid di jalan raya, terutama ketika berkaitan dengan 

keselamatan jiwa para pengguna jalan dan petugas pencari 

sumbangan. Aspek kemaslahatan ini ditempuh dengan cara menolak 

kemafsadatan terlebih dahulu, sebelum mengambil berbagai 

kemungkinan kemaslahatan yang dapat diperoleh. Oleh sebab itu, 

berdasarkan pertimbangan aspek mafsadah yang ditimbulkan dari 

kegiatan pencarian sumbangan pembangunan masjid di jalan raya, 

maka sudah sebaiknya pelaksanaan kegiatan ini dicegah (dilarang) 

atas dasar lisadd aż-żarī„ah.
21

 

                                                             
21

 Munawarudin, “Pencarian Sumbangan Pembangunan Masjid Di Jalan Raya Dalam 

Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pencarian Sumbangan Pembangunan 

Masjid Baitul Falah, Desa Kemanisan, Kecamatan Curug Kota Serang).” 
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Penelitian yang dilakukan oleh Asep Munawarudin memiliki 

persamaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh Peneliti, yakni 

mengkaji tentang penggalian dana pembangunan masjid yang 

dilakukan di jalan raya dari aspek hukum. Namun yang menjadikan 

kedua penelitian ini berbeda ialah pada ruang lingkup dan teori 

pendekatannya. Dalam hal ini Peneliti menggunakan perspektif 

hukum Islam, yakni teori maqashid syariah. Sedangkan yang 

dilakukan oleh Asep Munawarudin ialah mengkaji dari segi hukum 

Islam dan hukum positif. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Muhdiyar dalam skripsinya yang 

berjudul “Manajemen Fundraising Masjid Jami Al-Hidayah 

Tangerang” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 

2013. 

Hasil dari penelitian manajemen fundraising Masjid Jami Al- 

Hidayah dalam rangka menggalang dana yaitu dengan menerapkan 

fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, 

controlling serta tidak melupakan unsur-unsur terpenting dari sebuah 

manajemen dan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang 

lainnya yaitu Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market. 

Adapun metode Fundraising yang dilakukan oleh dewan kemakmuran 

masjid jami Al- Hidayah adalah suatu bentuk kegiatan yang khas 

dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini, yaitu 

langsung (direct fundraising). Adapun dana pemasukan masjid jami 
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Al-Hidayah berasal dari tromol masjid, Shadaqoh, Infaq, Menjual 

Kalender Hijriah.
22

 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Asep 

Muhdiyar dengan yang dilakukan Peneliti ialah terletak pada tema 

kajian, yakni penhimpunan dana pembangunan masjid. Asep 

menguraikan konsep ideal mengenai penghimpunan dana 

pembangunan masjid sebagaimana diterapkan di Masjid Jami Al- 

Hidayah. Maka dari itu, penelitian tersebut menjadi kajian pendukung 

terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti. Sehingga, apa 

yang hendak diterapkan dalam penghimpunan dana infaq masjid di 

Kecamatan Batanghari dapat selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan. 

 

                                                             
22

 Asep Muhdiyar, “Manajemen Fundraising Masjid Jami Al- Hidayah Tangerang” 

(Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Infaq dalam Islam 

1. Pengertian Infaq 

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata anfaqo-

yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai. Infaq memiliki arti 

khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. 

Sememtara itu menurut kamus Bahasa Indonesia, infaq adalah 

mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Sedangkan 

menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari 

harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang 

diperintahkan ajaran Islam.
23

 

Menurut al-Raghib al-Ishfahâny, kata infak berarti sesuatu yang 

telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau meninggal. Selain 

itu, kata infak terkadang berkaitan dengan harta atau lainnya dan 

terkadang dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunah.  Jadi, 

infak mengandung makna habisnya atau berkurangnya sesuatu (harta) 

karena disisihkan sebahagiannya.
24

 

                                                             
23

 Qurratul ‟Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan 

Liar,” ZISWAF 3, no. 1 (June 2016): 43. 
24

 Rosmini, “Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Quran,” Madania 20, no. 1 (June 2016): 

73. 
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Pengertian infaq juga ditegaskan dalam dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Termaktub dalam Bab 

I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa 

infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di 

luar zakat untuk kemaslahatan umum.
25

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan 

kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. 

Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian 

harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga 

bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-

kerabat terdekat lainnya. 

 

2. Dasar Hukum Infaq 

Infaq merupakan suatu ibadah sunah yang telah banyak dijelaskan 

dalam al-Qur‟an dan Hadis. Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menjadi 

dasar hukum dari infaq ialah Surat At-Taubah ayat 34 sebagai berikut. 

                       

                  

                  

       
 

                                                             
25

 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib 

Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 

pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 

mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S.at-Taubah [9]: 34).
26

 
 

Menurut Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat ini 

membicarakan tentang keburukan Ahl Kitab yang menyangkut 

kehidupan duniawi, yakni tamak serta menumpuk harta benda. Kaum 

muslimin, diajak oleh ayat ini untuk menghindari keburukan itu. Harta 

benda yang mereka peroleh dari yang bathil itu dan yang mereka simpan 

dan timbun itu, kelak akan menyiksa mereka. Ayat ini tidak mengecam 

semua yang mengumpulkan harta apalagi menabungnya untuk masa 

depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun tanpa 

menafkahkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial 

dari harta tersebut, dan itulah yang dinamai kanz dalam ayat ini.
27

 

Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut 

 Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, 

telah menceritakan kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari 

Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dari Abu Al Hubab dari Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 

"Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya 

kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah 

satunya berkata; "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang 

menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata; "Ya 

Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang 

menahan hartanya (bakhil)” (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 1351).
28

 

                                                             
26

 Kemenag RI, Al-Qur‟an Dan Tafsirnya. 
27

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur‟an, vol. 

Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 583. 
28

 Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Juz II (Damaskus: Darul Fikr, 

1996), 916. 
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Artinya: Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari 

kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim 

(keharusan) bersedekah.”  Mereka berkata, “Wahai Nabi Allah, 

bagaimana dengan yang tidak mendapatkannya?” Beliau menjawab, 

“Hendaknya bekerja dengan keduo tangannya lalu memberi manfaat 

bagi dirinya dan bersedekah.” Mereka berkata, “Apabila ia tidak 

mendapatkannya?” Beliau menjawab. “Membantu orang yang butuh 

dan memerlukan pertolongan.” Mereka berkata, “Apabila tidak 

mendapatkannnya juga?” Beliau menjawab, "Hendaklah melakukan 

perbuatan yang baik (ma‟ruf, dan menahan diri dari keburukan. 

Sesungguhnya itu adalah sedekah baginya”.
29

 

 

Hadis di atas menjelaskan tentang keutamaan berinfaq dan 

sedekah. Maksud hadis ini, bahwa pahala perbuatan yang baik adalah 

seperti pahala sedekah, terutama bagi mereka yang tidak mampu 

bersedekah dengan harta. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa 

sedekah dengan harta bagi orang yang mampu melakukannya lebih 

utama daripada perbuatan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya saja. 

Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa sedekah yang tercantum pada 

hadits ini tidak dapat dijadikan pelengkap sedekah wajib (zakat) yang 

terlalaikan. Sebab zakat tidak dapat melengkapi shalat dan sebaliknya, 

maka hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kedua sedekah 

tersebut.
30

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, trans. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), 143. 
30

 al-Asqalani, 146. 
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3. Rukun dan Syarat Infaq 

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan 

hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut 

bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus 

dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq 

dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-

masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. 

Dalam infaq  yaitu  memiliki 4 (empat) rukun: 

a. Penginfaq 

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan; 

b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu 

alasan; 

c) Penginfaq itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang 

kemampuannya; 

d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang 

mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.  

b. Orang yang diberi infaq  

Maksudnya oarang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  
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1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak 

ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin 

maka infaq tidak ada.
31

 

2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi 

infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih 

kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, 

pemeliharaannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun 

dia orang asing.  

c. Sesuatu yang diinfaqkan  

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus 

memenuhi syarat sebagai berikut:  

a) Benar-benar ada. 

b) Harta yang bernilai. 

c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah 

apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan 

pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah 

menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.  

d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti 

menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa 

tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan 

                                                             
31

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4 (Bandung: Alma‟arif, 2015), 176. 
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dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi 

milik baginya.
32

 

d. Ijab dan Qabul  

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk 

ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. 

Misalnya penginfaq berkata: “Aku infaqkan kepadamu”; “aku  

berikan kepadamu”; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: 

“Ya aku terima”. Imam Malik dan Asy-Syafi‟i berpendapat 

dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi 

berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling 

shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah 

dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi 

SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para 

sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka 

mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu. 

4. Macam-macam Infaq 

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain 

sebagai berikut. 

a. Infaq Mubah, yakni mengeluarkan harta untuk perkara mubah 

seperti berdagang, bercocok tanam.   

b. Infaq Wajib. Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta 

untuk perkara wajib seperti  Membayar mahar (maskawin); 

                                                             
32

 Sabiq, 177. 



22 

 

 

Menafkahi istri; Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam 

keadaan iddah. 

c. Infaq Haram. Yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang 

diharamkan oleh Allah seperti: Infaqnya orang kafir untuk 

menghalangi syiar Islam; dan Infaq-nya orang Islam kepada fakir 

miskin tapi tidak karena Allah. 

d. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq 

tipe ini  yaitu ada 2 (dua) macam seperti infaq untuk jihad dan 

infaq kepada yang membutuhkan.
33

 

 

B. Manajemen Pengelolaan Masjid 

1. Pengertian Masjid 

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut marka 

(tempat ruku‟) atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun 

shalat. Kata masjid disebut dua puluh delapan kali di dalam al-Quran. 

Secara harfiah, masjid berasal dari Bahasa Arab yaitu sajada, yasjudu, 

sujudan. Dalam Kamus “Al-Munawwir”, berarti membungkuk dengan 

khidmat. Dari akar kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang 

merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud (isim makan 

dari fi„il sajada).
34

 

Masjid (masjidun) mempunyai dua arti, arti umum dan arti 

khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang digunakan 
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untuk sujud. Karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini 

sebagai masjid. 

Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau 

bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama 

shalat berjama‟ah. Pengertian ini mengerucut menjadi, masjid yang 

digunakan untuk shalat Jum‟at disebut Masjid Jami‟. Karena shalat 

Jum‟at diikuti oleh orang banyak, maka Masjid Jami‟ biasanya besar. 

Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk sholat lima waktu, bisa 

di perkampungan, bisa juga di kantor atau tempat umum, dan biasanya 

tidak terlalu besar atau sesuai dengan keperluan, disebut Musholla, 

artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, mushalla terkadang diberi 

nama “langgar” atau “surau”.
35

 

 

2. Manajemen Pembangunan Masjid 

Setiap masjid memiliki manajemen yang digunakan untuk 

operasional dan perawatan masjid. Pengelolaan masjid ini berbeda-beda 

antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Perbedaan ini muncul 

karena setiap masjid menyusun dan menerapkan manajemen dengan 

mempertimbangkan kebutuhan, keunikan, dan kepentingannya masing-

masing. Untuk menyiapkan pembangunan masjid, diperlukan prasyarat 

minimum berikut ini: 
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a. Kemauan pimpinan dan pengurus masjid untuk menyiapkan  dan 

membangun masjid yang minimal diwujudkan dalam dua bentuk: 

1) Menetapkan penanggung jawab. Orang yang menjadi 

penanggung jawab ini dapat dipilih dari beberapa alternatif 

berikut ini: Satu atau dua orang yang dipilih dari salah satu 

pengurus masjid; Satu tim dalam satu kepanitiaan ad hoc; 

atau Menugaskan salah satu bidang atau departemen yang 

ada dalam struktur organisasi masjid yang ada. 

2) Menyediakan anggaran masjid. Anggaran yang disediakan 

untuk membangun masjid dapat dialokasikan dari: Kas 

masjid; Sumbangan tidak mengikat; Kerja sama dengan pihak 

lain; Keuntungan dari unit usaha masjid.
36

 

b. Kebijakan yang berpihak 

Kebijakan yang berpihak terlihat dari langkah prioritas 

pimpinan dalam mengupayakan percepatan terwujudnya masjid. 

Kebijakan yang berpihak dapat berupa: a) Kebijakan tertulis, 

seperti surat keputusan, surat mandat, keputusan rapat, surat 

perjanjian kerja sama, dan notulasi rapat. b) Kebijakan tidak 

tertulis, seperti kesepakatan internal pengurus masjid, atau 

kesepakatan bersama antara pengurus masjid, jamaah, dan 

masyarakat di lingkungan masjid untuk membangun masjid. 
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c. Sumber daya manusia 

Dalam menetapkan sumber daya manusia, pimpinan 

melibatkan minimum dua orang pelaksana atau petugas yang 

bertanggung jawab untuk melakukan 4 hal berikut: Merancang 

rencana pengembangan masjid;  Melaksanakan seluruh proses 

pengembangan masjid; Memonitor setiap tahap pengembangan 

masjid; Mengevaluasi capaian sementara dan hasil akhir 

terwujudnya masjid. 

d. Pemangku kepentingan (stake holders) 

Pemangku kepentingan masjid memiliki kontribusi yang 

signifikan terhadap upaya mengembangkan masjid. Dukungan para 

pemangku kepentingan dapat terwujud dalam beberapa bentuk, 

tergantung kapasitas, kesempatan, dan peran yang dipilih para 

pemangku kepentingan. Pihak pemangki keepentingan masjid 

seperti takmir memiliki peran yang strategis dalam manajemen 

pembangunan masjid. Peran tersebut dimulai dari planning, 

organizing, actuating, dan controlling.
37

 

Beberapa bentuk dukungan pemangku kepentingan dalam 

mewujudkan masjid, di antaranya: 

1) Dukungan finansial seperti sumbangan dana untuk  renovasi, 

pembangunan, atau kegiatan; 
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2) Dukungan material, seperti memberi bantuan barang; 

perabot, buku-buku, atau makanan; 

3) Dukungan moral, seperti selalu hadir dalam kegiatan 

pembangunan masjid atau mengajak orang lain untuk turut 

aktif dalam kegiatan pembangunan; 

4) Dukungan keilmuan seperti memberi nasihat, masukan, dan 

kritik positif; 

5) Dukungan langsung, seperti terlibat aktif dalam setiap rapat, 

menjadi panitia kegiatan, dan menjadi motivator dalam 

menyosialisasikan pembangunan masjid di masyarakat.
38

 

Pelaksanaan fungsi manajemen masjid merupakan 

pelaksanaan kegiatan masjid secara berurutan sesuai dengan 

fungsi-fungsi dari manajemen. Terdapat beberapa unsur yang 

dikelola dalam fungsi manajemen masjid yang meliputi 7M, yakni: 

Men, Money, Method, Materials, Machines, Market, Mechanisme. 

Sedangkan fungsi manajemen yang tepat untuk diterapkan dalam 

Manajemen Masjid yaitu konsep POHACIE, yang merupakan 

akronim dari Planning (perencanaan), Organizing (pen-

gorganisasian), Humanizing (SDM-isasi), Actuating (penggerakan), 

Controlling (pengawasan), Integrating (Pengintegrasian), dan 

Evaluating (evaluasi).
39
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3. Regulasi tentang Masjid dalam Perundang-undangan di Indonesia 

Masjid adalah tempat melakukan kegiatan ibdah dalam arti yang 

luas. Dengan demikian masjid merupakan bangunan yang sengaja 

didirikan umat Muslim untuk melaksanakan shalat berjamaah dan 

berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemashlahatan umat muslim. 

Dari tempat suci inilah syi‟ar ke Islaman yang meliputi aspek duniawi 

dan ukhrawi, material spiritual dimulai. 

Indonesia merupakan negara multikultural dan juga multiagama. 

Dengan demikian, pembangunan masjid perlu memperhatikan kondisi 

sosial di suatu daerah. Secara umum, regulasi pendirian masjid di 

Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Pasal 13 dan 14 menjelaskan 

sebagai berikut. 

Pasal 13 

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan 

sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi 

pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah 

kelurahan/desa. 

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak 

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di 

wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak 

terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan 

batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi. 
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Pasal 14 

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis bangunan gedung.  

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus 

meliputi : 

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah 

ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang 

disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas 

wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); 

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam 

puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; 

c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama 

kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB 

kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum 

terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi 

tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
40

 

 

 

Menurut Yulian Ansori, pendirian masjid dan rumah ibadah 

dalam pasal-pasal di atas menjadi salah satu bagian dari kerukunan umat 

beragama dan rumah ibadah yang sudah diatur dalam Peraturan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Itu 

sebenarnya kesepakatan semua majelis agama yang kemudian dituangkan 

sebagai peraturan. Masyarakat supaya mematuhi aturan pendirian rumah 

ibadah sebagaimana diatur dalam peraturan. Ibadah bersama di rumah 

boleh dilakukan sepanjang itu insidental. Kalau mendatangkan jamaah 

yang banyak dan dilakukan rutin terus menerus, tentu harus di rumah 
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ibadah. Kalau seperti tahlilan atau doa memperingati kenaikan Isa Al 

masih yang insidental, bisa dilakukan di rumah. 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang  Kerukunan Umat Beragama dan 

Pendirian Rumah Ibadah menyatakan rumah dapat digunakan sebagai 

tempat ibadah keluarga. Selama ini umat Muslim juga menjadikan rumah 

sebagai tempat ibadah, pengajian, zikir dan kegiatan majelis taklim 

lainnya dan tidak ada masalah.
41

 

 

4. Pola-pola Manajemen Pembangunan Masjid 

Dalam Buku Pedoman Pengelolaan Masjid yang diterbitkan oleh 

Kementerian Agama RI, anggaran yang disediakan untuk membangun 

masjid dapat dialokasikan dari kas masjid, sumbangan tidak mengikat, 

kerja sama dengan pihak lain, dan keuntungan dari unit usaha masjid.
42

 

Dalam praktiknya di masyarakat, pola penggalangan dana masjid 

dilakukan melalui strategi-strategi sebagai berikut. 

a. Metode Fundraising Secara Langsung. 

Metode fundraising langsung adalah metode yang 

menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki 

secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses 

interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa 

seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, apabila dalam 
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diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi maka 

segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan 

informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah 

tersedia.
43

 

Sumber-sumber keuangan masjid hasil dari fundraisinng 

secara langsung salah satunya berasal dari sumbangan dari 

masyarakat dan jama‟ah dalam bentuk infaq dan sedekah yang 

diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat jum‟at. Selain 

itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari 

perorangan yang memberikan sumbangan berupa amplop dengan 

alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq untuk mendoakan 

orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq 

sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain.
44

 

 

b. Metode Fundraising Secara Tidak Langsung 

Semakin berkembangnya zaman, pengelolaan dana zakat, 

infak, dan sedekah semakin berkembang juga. Dalam menghimpun 

dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah tentu diperlukan 

cara atau strategi yang baik secara matang. Penghimpunan dana 

pembangunan masjid secara tidak langsung salah satunya dapat 

dilakukan dengan cara menggunakan media digital melalui transfer 

online. 
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Di era digital ini, berbagai inovasi yang sedang dan telah 

dilakukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di antaranya adalah 

upaya pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dengan teknologi 

melalui proses layanan berbasis digital. Sebagai  lembaga yang 

mengelola dana publik, keberadaan teknologi tersebut sangat 

membantu OPZ dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas.
45

 

c. Metode Pemberdayaan Unit Usaha 

Metode penghimpunan dana pembangunan masjid ini 

dilakukan dengan mendirikan unit usaha yang dikelola oleh masjid 

itu sendiri. Kegiatan produktif di sektor ekonomi ini digunakan 

untuk memelihara eksistensi masjid di tengah masyarakat. 

Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut salah satunya digunakan 

untuk pembangunan masjid. 

Salah satu masjid yang menggunakan metode ini adalah 

masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain pemberdayaan Ekonomi 

Umat, Masjid Jogokariyan juga memberdayakan jamaahnya untuk 

ikut berperan aktif dalam kepengurusan masjid. Jamaah yang ahli 

Ekonomi di berikan amanah untuk memegang pembendarahan 

masjid dan lain sebagainya. Sehingga golnya adalah jamaah merasa 

memiliki masjid itu sendiri. 
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Adapun langkah-langkah dalam konsep pemberdayaan ini 

adalah pertama, memulai dari data. Yaitu bertujuan untuk 

mengetahui apa saja problem yang dihadapi oleh jamaah. Kedua, 

mengetahui potensi yang dimiliki oleh jamaah. Ketiga, mengetahui 

bidang atau talen yang dimiliki jamaah. Keempat, memasukkan 

jamaah ke dalam koneksi atau jaringan sehingga membuat mereka 

lebih cepat dalam mengembangkan usahanya.
46

 

 

C. Teori Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Secara etimologis, maqaṣid asy-syari`ah tersusun dari dua kata 

bahasa Arab, yaitu: maqaṣid dan syari`ah. Kata maqaṣid merupakan 

bentuk plural (jam`) dari kata maqṣid. Dalam kamus al-Munjid fi al-

Lugah wa al-A`lam, kata maqaṣid berasal dari kata kerja qaṣada yang 

berarti mengarah pada (tawajjaha ila), bersandar (i`tamada), cenderung 

kepada (naḥa naḥwa). Sedangkan kata maqṣid berarti tempat yang 

dituju (makan al-qaṣd). Adapun kata syari`ah berasal dari kata kerja 

syara`a yang berarti menetapkan syariat (sanna syari`ah), mengikuti 

dan menunjukkan (nahaja wa aẓhara). Sedangkan kata syari`ah berarti 
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tradisi, norma (sunnah), ambang pintu (`atabah), tempat keluarnya 

mata air (mawrid asy-syaribah).
47

 

Menurut Satria Efendi, maqashid al-syari'ah mengandung 

pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat 

umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau 

hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian 

kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian 

yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-

syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud 

Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian 

yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai 

oleh suatu rumusan hukum.  

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid 

syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh 

syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau 

tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' 

pada setiap hukumnya.
48

 

Dari sekian banyak definisi maqaṣid asy-syari`ah yang 

ditawarkan oleh para pakar, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa 

maqaṣid asy-syari`ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh 

Syari` dalam menetapkan syariat bagi umat Islam. Adapun tujuan-

tujuan tersebut berintikan pada kemaslahatan umat manusia. 
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Penggalangan dana infaq untuk pembangunan masjid merupakan 

salah satu bentuk upaya mencapai kemaslahatan umat dalam maqashid 

syariah. Pembangunan masjid yang dilakukan oleh masyarakat 

tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan beribadah 

kepada Allah. Masjid keberadaannya sebagai sarana umum tempat 

beribadah umat Islam di samping sarana kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam pada 

umumnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dan esensi infaq yang pada 

dasarnya untuk pensucian jiwa serta mengatasi problem sosial di 

masyarakat.
49

 

 

2. Tingkatan Maqashid Syariah 

Berdasarkan tingkat kepentingannya, maqashid syariah bisa 

dibagi menjadi dharuriat, hajiyat, dan tahsiniyat. Berikut ini adalah 

penjelasannya. 

a. Dharuriyat. Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus 

dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada 

rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak 

jauh berbeda dengan keadaan hewan. Al-kulliyyat al-khamsah 

merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama,  

nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan. 
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b. Hajiyat. Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi 

kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja 

manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya 

tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab 

mubah dalam mu„amalah termasuk dalam tingkatan ini. 

c. Tahsiniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan 

umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak 

terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (makarim 

al-akhlak) dan etika (suluk). Contohnya adalah kebiasaan-

kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, 

terdapat pula al-mashalih al-mursalah yaitu jenis maslahat yang 

tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam ibnu „Asyur, 

maslahat ini tidak perlu diragukan lagi hujjiyah-nya, karena cara 

penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.
50

 

Dilihat dari klasifikasinya, penggalangan dana infaq untuk 

pembangunan masjid termasuk dalam tingkatan dharuriyat. Masjid 

sebagai sebuah ikon sentral dalam kehidupan ummat, dapat menjadi 

pelopor utama dalam menerapkan maqashid syariah. Kemampuan 

masjid untuk menerapkan keseluruhan prinsip tentu akan mampu 

dirasakan kebermanfaatannya secara langsung oleh masyarakat luas. 

Melalui program-program unggulan serta agenda rutin di masjid, dapat 

menjadi magnet bagi masyarakat. Selain membuat masyarakat tertarik 
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untuk selalu dekat dengan masjid, program yang baik serta manajemen 

yang rapi, dapat meningkatkan taraf hidup kaum muslim yang tersentuh 

masjid tersebut.
51

 

 

3. Kehujjahan Maqashid Syariah 

Menyangkut kehujjahan maslahat dalam perspektif ulama ushul 

(ushulliyun) dan fuqaha (ahli hukum Islam), ada dua hal yang patut 

digaris bawahi: Pertama, semua ulama sepakat menerima kehujjahan 

maslahat selama keberadaannya mendapatkan dukungan nash 

(maslahah mu‟tabarah). Kedua, perbedaan ulama dalam menanggapi 

masalah baru terjadi ketika mereka mendiskusikan kehujjahan 

maslahah mursalah dan bila terjadi pertentangan (ta‟arud) antara 

maslahat dengan nash syara‟. 

Menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan maslahat 

sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali 

mensyaratkan tiga hal yaitu: 

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara‟ dan termasuk 

dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. 

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 

perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahat itu 

benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau 

menolak mudarat. 
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c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan 

kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.
52

 

 

Kehujjahan maqashid syariah dalam hukum penggunaan infaq 

untuk dana pembangunan masjid dapat diterima. Pengaitan program 

penggalangan dana infaq untuk pembangunan masjid dengan 

perspektif maqasid syariah memberikan kita pengetahuan bahwa 

segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana diketahui 

bahwa program tersebut ditujukan untuk kesejahteraan dan 

kemaslahatan bersama dengan mengedepankan lima pokok masalah 

dasar.
53

 

 

4. Bagian-bagian Maqashid Hajiyat 

Hajiyat adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan 

mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak 

sampai ke tingkat dharuriy. Hajiyat juga dapat diartikan dengan 

kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, 

tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat 

dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.
54

  

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya al-hajiyah 

adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara 

keutuhan al-dharuriyah. Dalam hal ini Amir mengelompokkan tujuan 
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al-hajiyah  ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga 

kelompok, yaitu: 

a. Hal-hal yang  disuruh syara‟ melakukannya untuk  kewajiban  

syara‟ secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah wajib.
55

 

Dalam konteks penelitian ini, penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid di jalan raya adalah perbuatan yang 

dikehendaki oleh syara‟, karena memiliki tujuan mulia. Namun, 

apabila tidak dilakukan maka tidak akan menghalangi tercapainya 

tujuan pembangunan masjid. Karena, menghimpun dana infaq 

bisa dilakukan di tempat selain jalan raya. Terlebih lagi, fungsi 

utama jalan raya ialah diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Hal 

ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 2004 Tentang Jalan. 

b. Hal-hal yang dilarang oleh syara‟ melakukannya untuk 

menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu 

unsur yang dharuri.
56

 Segala tindakan yang membahayakan 

nyawa manusia adalah hal yang dilarang dan larangan ini berada 

pada tingkat dharuriy. Namun segala perbuatan yang menjurus 

kepada perbuatan mengancam nyawa juga dilarang untuk 

menutup pintu terjadinya mudharat. Apabila pelaksanaan 

penghimpunan dana infaq di jalan raya dapat menimbulkan 

potensi ancaman terhadap nyawa, maka semestinya hal tersebut 
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dilarang. Meskipun pelaksanaanya tidak serta merta mengancam 

jiwa, namun dengan mengalihkan lokasi penghimpunan dana 

infaq ke tempat lain dapat mengantisipasi terjadinya insiden-

insiden berbahaya di jalan raya. Hal ini juga sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan yang berbunyi: “Setiap orang dilarang 

menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”. 

c. Segala  bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah 

(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan 

manusia. Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan 

menghilangkan salah satu unsur yang dharuri, tetapi manusia 

akan berada dalam kesempitan.
57

 Demikian halnya dalam 

penghimpunan dana infaq di jalan raya, sifatnya hanyalah sebagai 

rukhsah (kemudahan). Namun, jika tidak dilaksanakan juga tidak 

akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Hal ini sesuai 

dengan asas penyelenggaraan jalan sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 

Jalan yang berbunyi: “Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada 

asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan 

akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta 
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kebersamaan dan kemitraan”. Memanfaatkan jalan raya sebagai 

tempat menghimpun dana infaq hanyalah bersifat untuk 

memudahkan saja. Namun apabila hal tersebut bertentangan 

dengan asas yang lainnya seperti keamanan dan keselamatan, 

maka penghimpunan dana dapat dilakukan di tempat lain. 

 

D. Jalan Raya 

1. Pengertian Jalan Raya 

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 

Tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi 

darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di atas permukaan air 

serta di bawah permukaan tanah dan atau air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori dan jalan kabel.
58

 

Sementara itu mengenai Jalan Raya, Clarkson H. Oglesby 

mendefinisikannya sebagai jalur-jalur tanah di atas permukaan  bumi 

yang  dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran dan jenis 

konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas 

orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat 

ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.
59
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Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan 

dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri 

berikut: 

a. Digunakan untuk kendaraan bermotor; 

b. Digunakan oleh masyarakat umum; 

c. Dibiayai oleh perusahaan Negara; 

d. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan.
60

 

 

Di sini harus diingat bahwa tidak semua jalan yang dapat dilalui 

oleh kendaraan bermotor itu jalan raya. Contohnya lintasan-lintasan di 

daerah perkebunan. Seperti di Malaysia, jalan raya yang sah haruslah 

diumumkan oleh pihak berkuasa. 

 

2. Fungsi dan Kegunaan Jalan Raya Beserta Klasifikasinya 

Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan 

ruangan lalu lintas yang mengatasi pelbagai rintangan geografi. Proses 

ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan 

terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Ini mungkin 

melibatkan penebasan hutan. Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan 

digunakan untuk proses ini. Adapun Klasifikasi menurut fungsi jalan 

sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota 

No.038/TBM/1997 terbagi atas:  
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a. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang melayani angkutan utama 

dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rerata tinggi dan 

jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. 

b. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang melayani angkutan 

pengumpul/pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan 

rerata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.   

c. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rerata 

rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.  

d. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan 

kecepatan rerata rendah.
61

 

 

3. Penggunaan Jalan Raya di Luar Fungsinya 

Penggunaan jalan di luar fungsi utama dari jalan (selain untuk lalu 

lintas) pada dasarnya dapat diperbolehkan (dispensasi) sepanjang 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal 

tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 

2004 tentang Jalan. Dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan 

Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas diatur bahwa penggunaan jalan selain 
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untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada: Jalan nasional, Jalan 

provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
62

 

Selanjutnya, Pasal 15 mengatur mengenai pemberian izin 

penggunaan jalan selain untuk lalu lintas, sebagai berikut: 

a. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada Jalan 

nasional dan Jalan provinsi dapat diizinkan untuk kepentingan 

umum yang bersifat nasional (Pasal 15 ayat 1). 

b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada jalan 

kabupaten, jalan kota, dan jalan desa dapat diizinkan untuk 

kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau 

kepentingan pribadi (Pasal 15 ayat 2). 

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4), terkait 

penutupan jalan disebutkan sebagai berikut: 

a. Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas pada Jalan 

nasional, Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa 

yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada 

Jalan alternatif (Pasal 15 ayat 3). 

b. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara (Pasal 15 ayat 4). 

Sementara itu dalam Pasal 16 Perkapolri diatur mengenai bentuk 

penyelenggaraan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu 

lintas, meliputi: 
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1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional 

dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan: 

a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau 

ritual keagamaan. 

b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara 

jamuan kenegaraan; 

c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan 

pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan 

d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, 

pentas dan pagelaran. 

2) Penggunaan Jalan untuk kepentingan yang bersifat pribadi, antara 

lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.
63

 

Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga Penggunaan Jalan 

selain untuk kegiatan lalu lintas yang mengakibatkan penutupan Jalan 

dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif. Selanjutnya dalam rangka 

pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut, maka harus 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- 

orang dan perilaku yang diamati.64 Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

lapangan (field research), yang objeknya berupa kegiatan penghimpunan 

dana infaq yang dilakukan di jalan raya. 

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian 

deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi 

dimana lokasi yang dijadikan penelitian.65 Penelitian ini akan memberikan 

gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah di 

peroleh di lapangan mengenai penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid di jalan raya Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. 
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B. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data utama, di sini peneliti 

memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan 

masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Sumber 

data primer dalam penelitian ini berupa informan yang telah ditentukan 

dengan menggunakan dua metode sampling. Metode pertama yaitu 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
66

 Dalam hal ini Peneliti menentukan kriteria 

informan atas dasar kapabilitas personal untuk  memberikan data yang 

valid terkait proses penghimpunan dana masjid. Adapun informan 

tersebut meliputi Ketua Takmir, Sekretaris dan Bendahara Masjid, 

panitia penghimpunan dana pembangunan, serta tokoh masyarakat di 

sekitar lingkungan masjid yang memiliki wewenang seperti Ketua RT 

dan Ketua RW. 

Sedangkan metode sampling yang kedua yaitu incidental 

sampling (sampling insidental). Sampling insidental menurut Sugiyono 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 
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dengan sumber data.
67

 Adapun informan dalam penelitian ini yang 

ditentukan dengan metode incidental sampling adalah masyarakat 

penggunan jalan yang ada di sekitar aktifitas penghimpunan dana infaq 

masjid. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri 

dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder berupa surat izin aktivitas 

penghimpunan dana, dan catatan penghasilan infaq pembangunan 

masjid. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik 

dilakukan melalui teknik: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan.68 Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur, yaitu proses wawancara yang 

menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan 

topik. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan di luar 
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pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin 

memperdalam penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai 

antara lain sebagai berikut: 

a. Ketua Takmir Masjid, Sekretaris, Bendahara Masjid Miftahul 

Huda dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari. 

Wawancara kepada pihak-pihak ini ditujukan untuk menggali 

data tentang sistem penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid yang dilakukan di jalan raya. 

b. Tokoh masyarakat di sekitar lingkungan Masjid Miftahul Huda 

dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari, untuk menggali 

data tentang perizinan kegiatan penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid. 

c. Masyarakat setempat dan pengguna jalan di lokasi kegiatan 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid Miftahul Huda 

dan Masjid Baiturrahman Kecamatan Batanghari. Ditujukan 

untuk menggali data tentang dampak dari aktifitas penghimpunan 

dana infaq pembangunan masjid terhadap lalu lintas kendaraan. 

2. Observasi  

Abdurrahman Fatoni mengatakan bahwa metode observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 
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atau prilaku objek sasaran.
69

 Adapun objek yang akan diobservasi 

dalam penelitian ini berupa dua masjid yang melakukan penghimpunan 

dana infaq pembangunan di jalan raya, yaitu Masjid Miftahul Huda dan 

Masjid Baiturrahman. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi 

dalam bidang pengetahuan. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti berupa surat izin 

aktivitas penghimpunan dana infaq dan catatan penghasilan infaq 

pembangunan masjid. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pecarian dan 

pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, 

dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data 

yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat 

disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.70 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Penalaran induktif adalah proses berfikir logis yang diawali dengan observasi 

data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan 

umum. Dengan cara berfikir induktif peneliti dapat menarik kesirnpulan yang 
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berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Adapun tahap analisis 

tersebut meliputi: Pertama, menguraikan secara umum praktik penghimpunan 

dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman; 

Kedua, menjelaskan secara spesifik tentang sisi mudharat dan maslahat dalam 

penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid 

Baiturrahman; Ketiga, menjelaskan secara spesifik tinjauan maqashid syariah 

pada tingkatan hajiyat dalam penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid 

Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. 

 

 



 

 

50 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung 

Timur 

1. Sejarah Berdirinya Desa Banjarrejo 

Desa Banjarrejo di buka masa pejajah Belanda pada tanggaal 05 

April 1940 dan pada waktu itu masih berupa hutan belantara. Seiring 

dengan berjalannya waktu, datang serombongan angkatan orang-orang 

kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari 

Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo 

sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 

31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryo.  

Melihat keadaan yang belum ada rumah satupun maka 

rombongan tersebut di tampung di sebuah bedeng. Satu tahun waktu 

telah berlalu rombongan kolonisasi dari Jawa tersebut bekerja keras 

melalang buana di tengah hutan belantara, maka dengan tekat yang 

tinggi di sertai rasa persatuan ke gotong royongan yang di pimpinan 

Bpk. Joyo Diwiryo, sehinga rakyat merasa tentram, damai dan aman.  

Setelah selama satu tahun Bpk. Joyo Diwiryo memimpin 

rombongan kolonisasi, maka beliau pindah di Kecamatan Sekampung, 

untuk itu sebagai pimpinan di serahkan kepada Bpk. Kasto Dikromo. 

Untuk selanjutnya, melihat keadaan hutan yang ada disitu tergambar 

kehidupan yang menjajikan, rombongan kolonisasi yang sudah berada 
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di bedeng yang berpindah ke Desa Banjarrejo sebanyak 36 Kepala 

Keluaraga yang di tempatkan di Desa Banjarrejo sebelah timur yang di 

pelopori atau di pimpin oleh Bpk. Bayan Merto Pawiro. 

Selanjutnya pada jaman penjajah Jepang pada tahun 1942 

Masehi datanglah Rombongan transmigasi yang berasal dari Jawa 

Tengan sebanyak 50 KK, rombongan tersebut ditempatkan 

dipedukuhan yang dipimpin oleh bapak bayang Sastro Rejo, warga 

berada pada pedukuhan tersebut hanya selama 3 tahun , selama tiga 

tahun terjadi suatu wabah penyakit, sehingga banyak warga pada saat 

itu meninggal dunia, sehingga sisa dari warga yang masih hidup 

berpindah tempat mengosongkan pedukuhan tersebut. 

Perang Belanda terjadi pada tahun 1947  dan di Desa Banjarrejo 

terdapat perpindahan Markas besar TNI yang berasal dari Metro dan 

markas pada saat itu di pimpin oleh Bpk. Letnan Kolonel Harun 

Sumarto. Perpindahan Markas TNI tersebut belangsung lebih kurang 

selama 60 hari dan pada saat itu Bpk. Kariyo Rejo seorang Kolonisasi 

sebagai pembantu dapur umum atau Staf yang bertempat di rumah Bpk. 

Kardi. Tepatnya pada tanggal 15 maret tahun 1947 39 Belanda 

menyerbu markas yang berada di Desa Banjarrejo, peristiwa tersebut 

terjadi pada pagi hari yaitu menjelang waktu Subuh, gerakan belanda 

sudah terbaca oleh penghuni markas yang ada, sehingga penyerbuat 

belanda sia-sia karena keadaan markas sudah kosong.
71
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2. Visi dan Misi Desa Banjarrejo 

Visi Desa Banjarrejo 

Terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang sejahtera dan mampu 

memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi desa yang mampu 

berswasembada pangan dengan kehidupan masyarakat yang makmur 

dan sejahtera. 

Misi 

a. Melaksanakan dan meningkatkan program pembangunan pertanian 

serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat. 

b. Meningkatkan kwalitas dan daya saing dibidang pengetahuan 

masyarakat. 

c. Menciptakan rasa aman dalam berusaha dan bekerja serta 

berkehidupan bermasyarakat. 

d. Melaksanakan perbaikan penunjang perekonomian masyarakat. 

e. Melaksanakan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan 

masyarakat oleh segenap aparatur pemerintahan desa. 

 

3. Kondisi Geografis Desa Banjarrejo 

a. Batas dan Luas Wilayah 

Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah barat 

Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah 

Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 

4 KM dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 KM, sedangkan dari Ibu 
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Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai 

berikut: 

1) Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur 

2) Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo 

3) Sebelah Selatan : Kel Tejoagung Dan Desa Sumberrejo 

4) Sebelah Barat  : Kel Tejo Agung Dan Kel. Iring Mulyo. 

Sementara itu, luas wilayah Desa Banjarrejo 410 Ha di 

Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari: a) Sawah: 160 Ha; b) 

Pekarangan: 250 Ha. 

b. Keadaan Geografis 

a) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M 

b) Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm /Th 

c) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah 

d) Suhu udara rata-rata : 23
o
C s/d 31

o
C 

c. Orbitrasi  

a) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 KM 

b) Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 KM 

c) Jarak dari Ibu kota Propinsi : 60 KM 

d) Jarak dari Ibu kota Negara : 500 KM 
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B. Penghimpunan Dana Infaq Pembangunan Masjid di Jalan Raya 

Kecamatan Batanghari 

1. Penghimpunan Dana Infaq di Masjid Miftahul Huda 

Menurut Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda, yaitu Pak 

Nurhadi, dana infaq menjadi salah satu sumber anggaran pembangunan 

Masjid Miftahul Huda. Selain infaq, pendanaan juga bersumber dari 

hibah Pemerintah Daerah Lampung Timur. Akan tetapi, dana hibah 

tersebut hanya diberikan sekali dan tidak cukup untuk membiayai 

pembangunan masjid secara keseluruhan. 

Pada tahun 2018, segenap pengurus masjid Miftahul Huda 

memutuskan untuk mengadakan renovasi bangunan masjid. Sejak saat 

itulah mulai digunakan metode penghimpunan dana infaq di jalan raya. 

Menurut Pak Nurhadi, penghimpunan dana tersebut dilakukan dengan 

cara meletakkan kotak amal di tengah jalan raya, sehingga pengendara 

yang melewati jalan tersebut dapat memasukkan uang infaq secara 

langsung. Sebagai Ketua Takmir Masjid, Pak Nurhadi memiliki posisi 

sebagai ketua dan penanggung jawab atas aktivitas penghimpunan dana 

tersebut. 

Penghimpunan dana di jalan raya dinilai sangat membantu 

pendanaan renovasi masjid. Menurut Pak Nurhadi, dana yang 

terkumpul melalui kotak infaq di jalan raya mencapai 2 juta rupiah 

setiap bulannya. Akan tetapi yang perlu ditekankan bahwa 

penghimpunan dana infaq ini sifatnya sukarela dan tidak wajib. Panitia 
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juga tidak menentukan besaran dana infaq yang harus disumbangkan di 

kotak amal.  

Terkait dengan manajemen, aktifitas penghimpunan dana infaq 

masjid yang dilakukan di jalan raya tersebut merupakan salah satu 

upaya pengurus masjid untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. 

Oleh sebab itu, pelaporannya disusun secara sistematis oleh pengurus 

dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Ketua Takmir Masjid. 

Setiap uang yang masuk dicatat dalam catatan kas masjid dan 

dialokasikan sesuai dengan kebutuhan seperti membeli material 

bangunan serta membayar upah pekerja.
 72

 

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan panitia 

pembangunan masjid, yaitu Pak Samsul, penghimpunan dana infaq 

yang dilakukan di jalan raya menerapkan metode fundraising secara 

langsung. Jalan raya dinilai merupakan salah satu tempat yang 

memungkinkan untuk menghimpun dana. Sebab di jalan raya banyak 

orang berlalu lalang, sehingga siapapun yang hendak berinfaq dapat 

memasukkan uangnya secara langsung di kotak amal. 

Namun tidak dapat dipungkiri hal itu juga dapat membahayakan 

keselamatan pengguna jalan. Pak Samsul mengatakan bahwa kotak 

yang dipasang di tengah jalan sering kali tertabrak oleh kendaraan dan 

mengakibatkan kerusakan. Beberapa kali panitia menggunakan cara 

untuk menghindari potensi insiden tersebut, seperti memasang kotak 
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amal yang tidak terlalu besar, memasang bendera di dekat kotak amal 

sebagai tanda peringatan, atau meletakkan kotak amal di pinggir jalan. 

Meskipun beberapa kali kotak amal tertabrak oleh kendaraan, namun 

hal tersebut tidak sampai menimbulkan korban jiwa. 

Dari segi keamanan dan perizinan, Pak Samsul mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut memang tidak memiliki izin secara tertulis 

oleh tokoh masyarakat setempat. Beliau mengatakan bahwa meskipun 

tidak ada surat tertentu yang menyatakan legalitas aktifitas 

penghimpunan dana infaq, namun hal tersebut sudah diketahui oleh 

Ketua RT setempat. Secara umum, tokoh masyarakat memang sudah 

mengetahui, jadi terkait surat menyurat hanyalah sebatas formalitas 

belaka.
73

 

Perizinan aktifitas penghimpunan dana infaq Masjid Miftahul 

Huda tersebut dikonfirmasi oleh Pak Ares selaku Ketua RT 16. Beliau 

mengatakan bahwa penggunaan jalan raya untuk menghimpun dana 

infaq memang tidak memiliki izin tertulis dari dirinya ataupun tokoh 

masyarakat lain. Oleh sebab itu, Pak Ares tidak terlibat dalam hal 

apapun dalam aktifitas penghimpunan dana infaq terseut. Namun 

menyikapi keberadaan aktifitas tersebut, dikarenakan aktifitasnya bukan 

termasuk dalam kategori yang dilarang, maka dianggap sah dan boleh-

boleh saja. 
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Pak Ares mengatakan bahwa penghimpunan dana pembangunan 

Masjid Miftahul Huda yang dilakukan di jalan raya dapat memudahkan 

masyarakat yang ingin menginfaq-kan hartanya. Mengingat kesadaran 

masayarakat mengenai pentingnya infaq masih minim. Akan tetapi efek 

negatifnya salah satunya dapat membahayakan pengguna jalan, karena 

kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan berisiko mengganggu lalu 

lalang kendaraan.
74

 

Sementara itu, dalam perspektif pengguna jalan, aktifitas 

penghimpunan dana infaq di jalan raya menimbulkan beberapa dampak, 

meskipun tidak signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Pak Tedy, 

seorang warga sekitar lingkungan masjid Miftahul Huda yang sering 

menggunakan jalan raya di depan masjid tersebut. Menurut Pak Tedy, 

saat jalan raya ramai dengan kendaraan, kotak amal yang ada di tengah 

jalan sedikit mengganggu. Pengendara tidak bisa menyalip dengan 

bebas, karena menghindari kotak amal di tengah jalan. Dalam beberapa 

kondisi, kotak amal tersebut juga menyebabkan kendaraan berhenti 

sejenak dan menimbulkan macet. Terutama ketika ada dua mobil 

hendak berpapasan di lokasi kotak amal, karena jalan menjadi sempit 

maka mobil-mobil tersebut melaju dengan pelan untuk menghindari 

tabrakan. 

Akan tetapi, Pak Tedy belum pernah mengalami insiden buruk 

terkait peletakan kotak infaq di tengah jalan. Hanya saja beliau pernah 
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menyaksikan beberapa kali kotak infaq tersebut tertabrak oleh mobil. 

Meskipun demikian, menurut Pak Tedy keberadaan kotak infaq tersebut 

bukan sesuatu yang sangat meresahkan. Terlebih lagi, hal itu bertujuan 

baik, yaitu untuk mengumpulkan dana pembangunan masjid. Jadi, hal 

tersebut mesti disikapi dengan baik.
75

 

Menurut analisis Peneliti, penghimpunan dana infaq 

pembangunan Masjid Miftahul Huda yang dilakukan di jalan raya 

belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. 

Pertama, legalitas dari kegiatan penghimpunan dana. Tidak adanya 

surat izin tertulis dari tokoh masyarakat setempat dapat berpotensi 

aktifitas tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang ilegal. 

Selanjutnya, apabila di kemudian hari aktifitas tersebut menimbulkan 

kerugian di masyarakat, maka penghimpunan dana infaq dapat 

dihentikan seketika tanpa adanya bantuan atau dukungan pembelaan 

dari tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua RT atau RW. 

Kedua, kurangnya standar keamanan dalam aktifitas 

penghimpunan dana infaq. Dari keterangan beberapa narasumber, 

beberapa kali kotak infaq yang diletakkan di tengah jalan tertabrak oleh 

pengguna jalan. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya seperti 

memperkecil ukuran kotak infaq dan merubah letak kotak infaq, insiden 

masih tetap terjadi. Apabila dibiarkan secara terus menerus, 

dikhawatirkan akan menimbulkan korbann jiwa. Oleh sebab itu, 

                                                             
75

 Wawancara dengan Pak Tedy (Pengguna Jalan di Sekitar Lingkungan Masjid Miftahul 

Huda), 20 Mei 2023 



59 

 

 

pelaksanaan penghimpunan dana infaq tersebut belum sepenuhnya 

efektif. 

 

2. Penghimpunan Dana Infaq di Masjid Baiturrahman 

Masjid kedua yang juga melakukan penghimpunan dana infaq di 

jalan raya adalah Masjid Baiturrahman. Pak Mulyana selaku seksi 

pembangunan dari masjid Baiturrahman mengatakan bahwa pada 

awalnya sumber pendanaan pembangunan masjid berawal dari dana 

sukarela dari masyarakat. Pada tahun 2016, diadakan rapat terbuka 

dengan melibatkan masyarakat tentang renovasi masjid. Rapat tersebut 

kemudian menghasilkan poin-poin berupa rincian segala kebutuhan 

pembangunan masjid. Semenjak itu masyarakat mulai memberi bantuan 

berbentuk semen, pasir, split dan bahan material bangunan lainnya.
76

 

Selanjutnya pada tahun 2017, Pak Tarsan selaku ketua takmir 

masjid mengatakan bahwa  para pengurus menyepakati untuk 

melakukan penghimpunan dana infaq yang sifatnya sukarela. Dalam hal 

ini, Pak Tarsan berposisi sebagai penasihat dalam kegiatan 

penghimpunan dana infaq. Beliau mengatakan bahwa, penghimpunan 

dana infaq ini jangan sampai memberatkan masyarakat. Dengan kata 

lain, sifatnya tidak memaksa dan tidak mematok nominal bagi yang 

mau menginfaq-kan hartanya untuk pembangunan masjid. Ini adalah 
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prinsip dasar utama dalam pengelolaan keuangan di Masjid 

Baiturrahman.
77

 

Pak Tarsan selaku panitia penghimpun dana infaq untuk Masjid 

Baiturrahman mengatakan bahwa penghimpunan dana infaq dilakukan 

dengan menerapkan dua metode. Metode pertama ialah dengan 

meletakkan kotak amal di berbagai toko atau unit usaha yang ada di 

sekitar masjid. Pak Tarsan mengatakan bahwa kotak amal tersebut 

antara lain diletakkan di warung makan, usaha fotocopy, dan toko 

sembako. Uang tersebut akan dikumpulkan oleh panitia penghimpun 

dana infaq dalam jangka waktu satu bulan satu kali. Metode ini disebut 

dengan fundraising tidak langsung, karena dana infaq tidak langsung 

diterima oleh panitia atau pengurus masjid. 

Sedangkan metode yang kedua ialah dengan melakukan 

penghimpunan dana infaq di jalan raya depan Masjid Baiturrahman. Hal 

ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat apabila ingin 

membantu renovasi masjid dalam bentuk uang infaq. Karena antusias 

dan simpati masyarakat untuk membantu pembangunan juga sangat 

tinggi. Oleh sebab itu, diletakkan sebuah kotak amal di tengah jalan 

untuk menampung dana infaq dari masyarakat. Dari upaya 

penghimpunan dana infaq tersebut, Masjid Baiturrahman dapat 

mengumpulkan dana maksimal sebesar 3 juta rupiah dalam satu 

bulannya. 
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Pada awalnya, selain meletakkan kotak infaq di tengah jalan, 

juga ada beberapa pengurus masjid yang menjaga kotak infaq tersebut 

di tengah jalan raya. Tugasnya ialah mengambil uang sumbangan infaq 

dari pengendara dengan menggunakan alat bantu jaring atau kardus. 

Selain itu juga disediakan musik solawat di pinggir jalan untuk 

mengiringi kegiatan penghimpunan infaq tersebut. Namun hal tersebut 

tidak berlangsung lama, setelah 1 bulan, pengurus hanya meletakkan 

kota infaq di tengah jalan raya tanpa dijaga oleh pengurus masjid. 

Pak Tarsan mengatakan bahwa upaya penghimpunan dana 

tersebut belum memiliki surat izin. Karena memang sejak awal para 

pengurus menyepakati bahwa penghimpunan dana tersebut hanya 

bersifat sukarela. Terkhusus untuk penghimpunan dana di jalan raya 

juga tidak menimbulkan dampak yang sangat signifikan seperti 

membahayakan pengendara. Hanya saja pernah sekali terjadi kotak 

amal tertarbrak oleh mobil yang kemudian menyebabkan macet kecil di 

jalanan.
78

 

Sementara itu, Peneliti juga mengkonfirmasi terkait perizinan 

aktifitas penghimpunan dana tersebut kepada ketua RT, yakni Pak 

Jarwo. Sepengetahuan beliau, memang belum ada surat izin mengenai 

kegiatan penghimpunan dana infaq di jalan raya sebagaimana dilakukan 

oleh pengurus Masjid Baiturrahman. Menurut Pak Jarwo, untuk 

mengurus surat izin tersebut juga sedikit rumit karena harus ada 

                                                             
78

 Wawancara dengan Pak Tarsan (Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman, 

Kecamatan Batangari), Tanggal 11 Mei 2023 



62 

 

 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kelurahan. Oleh sebab itu, 

pihak pengurus masjid memutuskan untuk tidak memakai surat izin. 

Karena di sisi lain memang penghimpunan dana infaq tidak mencakup 

wilayah yang luas, hanya dilakukan di area masjid Baiturrahman saja. 

Pak Andika selaku pengguna jalan di sekitar Masjid 

Baiturrahman berpendapat bahwa kotak infaq yang diletakkan di tengah 

jalan raya memang sedikit mengganggu arus kendaraan. Karena pada 

dasarnya jalan yang digunakan untuk menghimpun dana infaq tidak 

begitu luas. Sehingga tidak begitu tepat untuk diletakkan sebuah benda 

di tengah jalan raya karena sudah pasti mengganggu kendaraan yang 

lewat. 

Namun, menurut Pak Andika tidak ada insiden serius akibat 

aktifitas penghimpunan dana infaq tersebut. Hanya sekali saja yang 

pernah diketahui dan ia alami sendiri. Beliau pernah menabrak kotak 

infaq di jalan raya saat hendak menyalip sebuah mobil. Dia hanya 

mengalami luka kecil dan sedikit lecet pada motor yang dikendarainya. 

Namun selain itu, tidak ada keluhan lain dari masyarakat lainnya.
79

 

Masih sama dengan masjid Miftahul Huda, pelaksanaan 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di Masjid 

Baiturrahman menurut analisis Peneliti masih belum efektif. Terutama 

dalam aspek perizinan dan standar keselamatan bagi pengendara jalan. 

Justru metode lain yang diterapkan lebih efektif dan tidak menimbulkan 
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kemudharatan, yaitu metode fundraising secara tidak langsung melalui 

kotak infaq di unit-unit usaha di sekitar masjid.  

Menurut analisis Peneliti, ada dua hal yang harus dilakukan 

untuk mengatasi problem-problem dalam penghimpunan dana infaq 

pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. Berikut 

ini adalah penjelasannya. 

a. Membentuk legalitas kegiatan sebagai wujud kepastian hukum. 

Legalitas yang dimaksud ialah dengan mengajukan izin kepada 

perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. Dalam hal ini, 

pelibatan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat) dapat menjadi opsi untuk 

memperoleh izin kegiatan penghimpunan dana infaq. Hal ini 

sesuai dengan salah satu fungsi bhabinkamtibmas, yaitu uru 

penerang dan penyuluh di masyarakat desa maupun kelurahan di 

bidang hukum dan keamanan dan keterttiban masyarakat.
80

 Setiap 

kegiatan yang diawasi oleh bhabinkamtibmas diharapkan akan 

tetap mematuhi hukum demi mewujudkan ketertiban di 

masyarakat. Demikian halnya dalam penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid yang dilakukan oleh pengurus Masjid 

Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman. 
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b. Menerapkan unsur-unsur manajemen yang tepat dalam standar 

keselamatan. Apabila dibandingkan dengan metode 

penghimpunan dana lainnya, penghimpunan dana infaq yang 

dilakukan di jalan raya memang bukan tempat yang tepat. Oleh 

sebab itu, pengalihan strategi ke optimalisasi perangkat digital 

seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) akan 

menjadi pilihan yang tepat.
81

 Hal ini dapat dilakukan dengan 

mulai merencanakan media yang tepat untuk menampung dana 

infaq, seperti dompet digital atau M-Banking. Selain itu, pengurus 

masjid juga dapat menentukan lokasi-lokasi yang akan dijadikan 

tempat pemasangan infografis tentang penghimpunan dana infaq. 

Strategi ini, menurut Peneliti lebih menjamin keamanan dan 

keselamatan penginfaq apabila dibandingkan dengan 

penghimpunan dana infaq di jalan raya. 

 

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Penghimpunan Dana Infaq 

Pembangunan Masjid di Jalan Raya Desa Banjarrejo 

Secara substansi, Allah SWT dalam memberlakukan syariat Islam 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan 

menjauhkannya dari kemafsadatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. 

Namun tujuan syariat tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui taklif atau 

pembebanan, yang pelaksanaannya bergantung kepada pemahaman pada 
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sumber hukum Islam yaitu Al-Qur‟an dan hadis. Maka berdasarkan pendapat 

para ahli ushul fiqh, menjelaskan setidaknya ada lima pokok atau unsur yang 

harus dijaga dan dipelihara dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan 

akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang akan mendapat 

kemaslahatan dunia dan akhirat jika dapat memelihara kelima unsur tersebut, 

dan sebaliknya akan mendapat kemafsadatan jika melalaikan lima aspek 

tersebut.
82

 

Atas dasar menetapkan kepentingan hukum, maka kelima unsur di 

atas dibagi kepada tiga 3 tingkatan sebagaimana di jelaskan oleh Wahbah 

Zhuhaili yang kutib oleh Ghofar Shidiq: 

1) Dharuriyat, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer atau utama, di 

mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek 

diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Perkara dharuriyat merupakan 

satu perkara yang sangat penting dan tinggi kedudukannya bagi 

kehidupan manusia. Jika perkara dhorury tidak direalisasikan dalam 

kehidupan manusia maka kehidupan dunia ataupun kehidupan 

akhiratnya akan menjadi rusak (disiksa). Perkara dharuri merupakan 

perkara yang paling utama di dalam Islam. Islam menilai bahwa 

kemaslahatan dharuriyat harus dijaga, pada dua spek. Aspek pertama 

ialah aspek implementasi dan perwujudannya, adapun aspek yang 

kedua ialah aspek pemeliharaannya. Sebagai contoh dalam memelihara 

agama dengan melaksanakan segala kewajiban yang dibebankan oleh 
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agama. Adapun bentuk pelestarian agama dengan senantiasa berjuang 

dan berjihad terhadap orang-orang yang memusuhi atau memerangi 

agama Islam. 

2) Hajiyat, kemaslahatan hajiyat dikenal pula dengan kemaslahatan 

sekunder yang artinya bahwa manusia dengan kemaslahatan ini dapat 

memudahkan segala kebutuhan hidupannya dan dapat pula menjadi 

sebagai penghilang dari segala kesulitan dan kehimpitan, yang 

diumpamakan ketiadaan kebutuhan hajiyat akan menjadi penyebab 

terjadinya kesulitan dan kesempitan, yang pada akhirnya akan 

berdampak kepada rusaknya kehidupan. 

3) Tahsiniyat, merupakan tuntutan moral yang bertujuan memiliki 

kebaikan serta sebagai penyempurna, perkara tahsiniyat adalah perkara 

yang tidak berdampak terhadap kehidupan manusia jika dia tidak 

terwujud. Perkara tahsiniyat disebut pula sebagai pelengkap atau 

penyempurna yang memperindah kehidupan manusia.
83

 

 

Penghimpunan dana infaq pembangunan Masjid Mifathul Huda dan 

Masjid Baiturrahman yang dilakukan di jalan raya dalam perspektif maqashid 

syariah dapat digolongkan sebagai maslahat hajiyat. Sebab, kemaslahatan ini 

sifatnya hanyalah sekunder dan apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan 

menyulitkan keadaan hidup manusia. Hal ini dikarenakan metode 

penghimpunan dana ini bukan satu-satunya metode, terdapat cara lain yang 

digunakan untuk menghimpun dana. Seperti halnya yang dilakukan oleh 
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pengurus Masjid Baiturrahman yang menggunakan metode fundraising 

secara tidak langsung. 

Sebagaimana diketahui pada subbab sebelumnya, bahwa ada dua sisi 

tujuan syariat dalam upaya penghimpunan dana infaq masjid di jalan raya. 

Pada satu sisi, penghimpunan dana tersebut memiliki kemaslahatan bagi 

umat, karena ditujukan untuk mempermudah penggalian dana untuk 

pembangunan tempat ibadah umat Islam. Namun di sisi lain, juga ada sisi 

kemudharatan yang harus dihindari, yaitu terkait keselamatan pengendara 

jalan. Peletakan kotak infaq di tengah jalan raya beberapa kali mengancam 

keselamatan pengendara. Kemudharatan ini tentu saja harus dihindari untuk 

menghilangkan resiko yang lebih besar. 

Untuk mengurai masalah ini, Peneliti mengutip pendapat Amir 

Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya al-hajiyah adalah sesuatu yang 

dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara keutuhan al-dharuriyah. 

Dalam hal ini tujuan al-hajiyah dilihat dari segi penetapan hukumnya dapat 

dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu sebagai berikut. 

a. Hal-hal yang  diperintah syara‟ melakukannya untuk  kewajiban  

syara‟ secara baik. Hal ini disebut dengan muqaddimah wajib. 

Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan 

menuntut ilmu untuk menigkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah 

memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah 
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berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena 

menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan diluar sekolah.
84

 

Dalam konteks ini, penghimpunan dana infaq di jalan raya 

untuk membangun masjid dapat diartikan sebagai perintah syariat. 

Karena dengan adanya aktifitas tersebut, dapat menambah sumber 

pendanaan pembiayaan masjid. Akan tetapi, sekalipun tidak dilakukan 

penghimpunan di jalan raya, hal tersebut tidak akan mengakibatkan 

terhentinya pembangunan masjid. Hal ini dikarenakan masih terdapat 

cara lain atau sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan 

masjid, misalkan uang sumbangan dari warga atau dengan 

menerapkan motode fundraising secara tidak langsung serta 

pengembangan unit usaha masjid. Jadi, penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid di jalan raya bukan hanya satu-satunya strategi 

yang dapat diterapkan. 

b. Hal-hal yang dilarang oleh syara‟ melakukannya untuk 

menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu 

unsur yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat 

dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan 

zina itu juga dilarang untuk  menutup pintu bagi terlaksananya zina. 

Khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga 

tidak mesti khalwat itu berakhir degan zina. Namun, khalwat dilarang 
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dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang 

bersifat dharuri.
85

 

Dalam hal ini, memang tidak ada larangan terkait pelaksanaan 

penghimpunan dana infaq di jalan raya. Namun yang masih menjadi 

perdebatan ialah adanya potensi terjadinya insiden kecelakaan akibat 

peletakan kotak infaq di tengah jalan raya. Apabila potensi insiden ini 

tidak segera ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan akan terjadi insiden 

lain yang lebih serius dan menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, 

kemudharatan inilah yang dilarang oleh syariat. Karena hal tersebut 

berhubungan langsung dengan penjagaan jiwa (hifz nafs). Maka 

sebaiknya penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang 

dilakukan di jalan raya dihindari dan sebagai gantinya menggunakan 

metode lain yang tidak mengganggu fasilitas umum. 

c. Segala  bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhshah 

(kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia.  

Sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan menghilangkan salah 

satu unsur yang dharuri, tetapi manusia akan berada dalam 

kesempitan. Rukhshah berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi 

yang dalam perjalanan; dalam muamalat seperti bolehnya jual beli 

salam; juga dalam jinayat seperti maaf untuk membatalkan 
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pelaksanaan qishas bagi pembunuh, baik diganti dengan diyat (denda) 

atau tanpa diyat sama sekali.
86

 

Infaq dalam Islam merupakan ibadah sunnah, tetapi praktiknya 

perlu memperhatikan beberapa situasi dan kondisi. Demikian halnya 

dalam praktik infaq di jalan raya oleh pengurus Masjid Miftahul Huda 

dan Masjid Baiturrahman. Ada beberapa kondisi rukhsah yang 

menjadikan niat berinfaq ditunda terlebih dahulu. Misal, dalam 

kondisi berkendara tidak dapat dengan leluasa memasukkan uang di 

kotak infaq dan khawatir akan terjadi insiden jika tetap dipaksakan. 

Maka infaq tersebut bisa ditunda terlebih dahulu dan uang dapat 

diinfaq-kan ke tempat lain yang lebih aman prosedurnya. 

Dari ketiga aspek analisis di atas, maka dapat dipahami bahwa praktik 

penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemasahatan yang sifatnya 

sekunder. Artinya, bukan satu-satunya jalan untuk mencapai kemaslahatan. 

Karena pada realitanya terdapat unsur mudharat di dalamnya, yaitu terkait 

dengan legalitas kegiatan dan keselamatan pengguna jalan. Oleh sebab itu, 

sebagai gantinya, penghimpunan dana infaq dapat diganti dengan metode lain 

yang lebih memudahkan dan aman bagi peng-infaq. 

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan perspektif maqashid syariah 

dalam tingkatan dharuriyat, maka kemaslahatan sekunder di atas ditujukan 

dalam rangka menjaga kemaslahatan primer yang tercantum dalam 

dharuriyat al-khomsa. Ada lima kemaslahatan yang wajib dijaga, yaitu 
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penjagaan agama (hifz din), penjagaan jiwa (hifz nafs), penjagaan akal (hifz 

aql), penjagaan keturunan (hifz nasl), dan penjagaan harta (hifz maal).
87

 Dari 

kelima unsur ini, menurut analisis Peneliti, kemaslahatan primer yang hendak 

dipelihara dalam penghimpunan dana infaq di Masjid Miftahul Huda dan 

Masjid Baiturrahman ialah penjagaan jiwa (hifz nafs).  

Menjaga jiwa dalam maqashid syariah berarti bahwa Islam 

mensyari‟atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia. Agar dapat 

menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti 

untuk menjaga  kebutuhan manusia dan menghindarkannya dari ancaman-

ancaman berkaitan dengan nyawa.
88

 Maslahat primer ini tidak bisa digantikan 

atau dikesampingkan dengan maslahat lain yang sifatnya sekunder. 

Demikian halnya dengan fenomena penghimpunan dana infaq 

pembangunan Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman yang 

dilakukan di jalan raya. Keselamatan pengguna jalan adalah kemaslahatan 

primer yang harus diutamakan. Hal tersebut tidak dapat dikesampingkan 

dengan maslahat sekunder lain, seperti alasan kemudahan penghimpunan 

dana infaq di jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. Maka dari itu, 

dalam perspektif maqashid syariah, penghimpunan dana infaq yang 

dilakukan di jalan raya dapat digantikan dengan metode lain yang dapat 

menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka Peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif maqashid syariah, praktik 

penghimpunan dana infaq di jalan raya merupakan kemaslahatan yang 

sifatnya sekunder. Legalitas kegiatan lebih diutamakan untuk mewujudkan 

kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat. Selain itu, keselamatan 

pengguna jalan juga perlu diperhatikan sebaga upaya mewujudkan 

kemaslahatan primer yang harus diutamakan. Dua aspek tersebut tidak dapat 

dikesampingkan dengan maslahat sekunder lain, seperti alasan kemudahan 

penghimpunan dana infaq di jalan raya karena banyak dilalui oleh orang. 

Maka dari itu, penghimpunan dana infaq yang dilakukan di jalan raya dapat 

digantikan dengan metode lain yang sesuai dengan regulasi dan dapat 

menjaga kemaslahatan primer berupa keselamatan pengguna jalan raya. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut, 

1. Kepada pihak pengurus Masjid Miftahul Huda dan Masjid Baiturrahman 

agar menerapkan metode penghimpunan dana infaq yang lebih aman dan 
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menjamin keselamatan peng-infaq. Salah satu metode tersebut ialah 

dengan memanfaatkan teknologi digital seperti QRIS. 

2. Kepada masyarakat agar dapat mempertimbangkan keamanan dan 

keselamatan dalam memberikan dana infaq untuk pembangunan masjid. 

Infaq tersebut dapat dilakukan dengan memberikannya di tempat-tempat 

yang menyediakan kotak infaq seperti di toko atau warung makan, atau 

dengan menggunakan teknologi dompet digital.  

3. Kepada peneliti selajutnya, agar dapat mengembangkan hasil penelitian 

ini. Misal, tentang strategi penerapan sistem digital dalam penghimpunan 

dana infaq pembangunan masjid. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Masjid Miftahul Huda 

A. Ketua Takmir Masjid: Pak Nurhadi 

1. Bagaimana peran anda dalam program pembangunan atau renovasi masjid 

ini? 

“Sebagai ketua dan penanggung jawab. Pengurus masjid sudah 

mempercayakan posisi ini ke saya.” 

 

2. Apakah infaq pembangunan masjid yang dilakukan bersifat mengikat atau 

wajib bagi masyarakat? 

“Pastinya tidak. Sesuai dengan prinsip infaq itu sendiri. Jadi sukarela 

saja dan tidak ada nominal tertentu yang harus diinfaq-kan”. 

 

3. Selain penghimpunan dana infaq di jalan raya, apakah terdapat metode 

penghimpunan dana yang lain? 

“Sebenarnya ada 2 sumber pendanaan. Yang pertama itu ada bantuan 

dana dari Pemda (Lampung Timur). Tapi itu sifatnya jangka pendek, jadi 

cuma diberikan satu kali saja. Sumber dana yang kedua, ya lewat 

pengumpulan infaq yang di jalan raya. 

 

4. Bagaimana legalitas kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid? 

“Belum ada izinnya”. 

 

5. Bagaimana pola manajemen yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

infaq pembangunan dana masjid? 

“Setiap dana yang masuk akan kami catat dalam buku keuangan. 

Pelaporannya dilakukan setiap seminggu sekali. Kalau sudah terkumpul, 

baru uangnya akan dialokasikan sesuai kebutuhan. Contohnya, untuk beli 

material bangunan atau untuk bayar kuli”. 

 

B. Panitia Penghimpunan Dana Infaq (Pak Samsul) 

 

1. Sejak kapan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid dilakukan di 

jalan raya? 

“Tahun 2018, sejak renovasi masjid pertama kali dimulai” 



 

 

2. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana  

infaq pembangunan masjid di jalan raya? 

“Cuma meletakkan kotak infaq saja di tengah jalan raya. Biar orang yang 

lewat bisa langsung memasukkan uang infaq ke kotak itu”. 

 

3. Berapa dana yang dihasilkan dalam satu bulan dari kegiatan 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya? 

“Kurang lebih 2 juta rupiah per-bulan”. 

 

4. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di 

jalan raya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang? 

“Tidak ada izin secara tertulis. Tapi Ketua RT sudah tau kalau pihak 

masjid mengadakan penghimpunan dana. Jadi, surat izin itu cuma 

formalitas aja”. 

 

5. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di 

jalan raya menerapkan standar keselamatan bagi panitia dan pengguna 

jalan raya? 

“Kalau standar keseamatan, secara khusus memang tidak ada. Tapi kita 

tetap berhati-hati dalam melakukan penghimpunan. Kotak amal yang 

dibuat memang sengaja dibuat tidak terlalu besar, supaya tidak 

mengganggu jalan”. 

 

6. Apakah pernah terjadi insiden pengguna jalan akibat aktifitas 

pembangunan dana infaq pembangunan masjid? 

“Setau saya ada, tapi cuma sekali atau dua kali. Dan bukan insiden yang 

serius”. 

 

C. Tokoh Masyarakat/RT (Pak Ares) 

1. Apakah anda turut terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya? 

“Kalau keterlibatan secara langsung sebagai Ketua RT, tidak ada. Karena 

nggak ada surat izin tertulis yang saya tanda-tangani. Tapi sebagai warga 

biasa, saya mengetahui terkait aktifitas penghimpunan infaq itu”. 

 

2. Apakah aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang 

dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari RT atau RW? 

“Tidak ada. Tapi bukan berarti itu termasuk kegiatan yang dilarang. 

Sebab, memiliki tujuan yang baik”. 

 



 

 

D. Masyarakat Pegguna Jalan (Pak Samsul) 

1. Apakah menurut anda aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid mengganggu ketertiban jalan raya? 

“Menurut saya sedikit mengganggu. Karena, ketika mau menyalip 

kendaraan lain, jadi agak kesusahan. Kadang ya bikin macet, karena jalan 

jadi sempit. Tapi perlu diketahui, kalau aktifitas ini tidak terlalu 

mengganggu. Apalagi tujuannya baik, untuk menghimpun dana 

pembangunan masjid”. 

 

2. Apakah anda pernah mengalami gangguan saat berkendara akibat 

penghimpunan dana infaq di jalan raya? 

“Belum pernah. Tapi ada beberapa insiden yang saya temui. Contohnya, 

pas kotak infaq itu ditabrak mobil”. 

 

Masjid Baiturrahman 

A. Ketua Takmir Masjid: Pak Tarsan 

1. Bagaimana peran anda dalam program pembangunan atau renovasi masjid 

ini? 

“Sebagai penasihat”. 

 

2. Apakah infaq pembangunan masjid yang dilakukan bersifat mengikat atau 

wajib bagi masyarakat? 

“Tentunya tidak. Hanya untuk masyarakat yang mau saja. Jangan sampai 

kegiatan penghimpunan dana ini malah memberatkan masyarakat. Islam 

tidak menghendaki itu”. 

 

3. Selain penghimpunan dana infaq di jalan raya, apakah terdapat metode 

penghimpunan dana yang lain? 

“Awalnya ada dana sukarela dari masyarakat (iuran). Sejak tahun 2016, 

pengurus musola berkeinginan untuk renovasi masjid. Ya, sejak itu kita 

semua sepakat untuk menambah aliran dana, salah satunya lewat infaq di 

jalan raya”.  

 

4. Bagaimana legalitas kegiatan penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid? 

“kalau izin tertulis, belum ada”. 

 



 

 

5. Bagaimana pola manajemen yang diterapkan dalam penghimpunan dana 

infaq pembangunan dana masjid? 

“Kalau itu, coba tanya ke panitia infaq. Tapi, secara umum memang kita 

mengutamakan transparansi. Setiap dana yang masuk, kita gunakan 

sesuai kebutuhan pembangunan”. 

 

B. Panitia Penghimpunan Dana Infaq (Pak Mulyana) 

1. Sejak kapan penghimpunan dana infaq pembangunan masjid dilakukan di 

jalan raya? 

“Tahun 2016”. 

 

2. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan penghimpunan dana  

infaq pembangunan masjid di jalan raya? 

“Kotak infaq itu ditaruh di jalan raya, biar orang-orang yang lewat bisa 

langsung memasukkan uang. Ada juga orang-orang yang bertugas untuk 

menjaga kotak infaq.”. 

 

3. Berapa dana yang dihasilkan dalam satu bulan dari kegiatan 

penghimpunan dana infaq pembangunan masjid di jalan raya? 

“Maksimal kita pernah dapat 3 juta rupiah per-bulan”. 

 

4. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di 

jalan raya memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang? 

“Belum ada izin secara tertulis. Tapi sebelumnya kita pernah minta izin 

secara lisan ke Ketua RT”. 

 

5. Apakah penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang dilakukan di 

jalan raya menerapkan standar keselamatan bagi panitia dan pengguna 

jalan raya? 

“Tidak ada. Tapi ya tetap berhati-hati aja”. 

 

6. Apakah pernah terjadi insiden pengguna jalan akibat aktifitas 

pembangunan dana infaq pembangunan masjid? 

“Beberapa kali pernah, tapi ngga sampai menimbulkan korban jiwa. 

Hanya saja, kotak infaq yang tertabrak jadi hancur”. 

 

C. Tokoh Masyarakat/RT (Pak Jarwo) 

1. Apakah anda turut terlibat dalam aktifitas penghimpunan dana infaq 

pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya? 

“Ya sebatas mengetahui saja”.  



 

 

2. Apakah aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan masjid yang 

dilakukan di jalan raya memiliki izin resmi dari RT atau RW? 

“Setau saya nggak ada. Tapi ya wajar sih, karena untuk ngurus surat 

izinnya itu lumayan ribet. Harus ada pemberitahuan ke Kelurahan. Jadi, 

untuk pengumpulan dana infaq yang cakupannya nggak begitu luas, 

sepertinya belum terlalu perlu ngurus surat izin”. 

 

D. Masyarakat Pegguna Jalan (Pak Andika) 

1. Apakah menurut anda aktifitas penghimpunan dana infaq pembangunan 

masjid mengganggu ketertiban jalan raya? 

“Menurut saya sedikit mengganggu. Karena, memang jalannya itu cukup 

sempit”. 

 

2. Apakah anda pernah mengalami gangguan saat berkendara akibat 

penghimpunan dana infaq di jalan raya?  

“Pernah. Nggak sengaja waktu itu saya tabrak kotak infaq-nya. Saya mau 

nyalip mobil, tapi nggak tau kalau ada kotak infaq di jalan. Jadi, daripada 

rem mendadak dan membahayakan diri, saya jalan terus saja dan nabrak 

kotak infaq itu”. 
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